Tahun Pelaksanaan

No Nama Program Nama Kegiatan
2017 (2018 2019| 2020| 2021 | 2022

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja

1 |Hubungan Industrial Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) 1 1 1 1 1 1
Daerah Kabupaten/Kota serta Pengupahan (penetapan UMK
Kabupaten)
Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial,Mogok kerja dan 0 7 5 3 6 5
Penutupan Perusahaan di Daerah (jumlah kasus)

2 |Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelak'sanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (jumlah 2 0 0 3 0 1
pelatihan)
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3 |penempatan Tenaga Kerja Penyelenggaraan Bursa Kerja Online/pengurusan AK | (Jumlah 204 | 894 | 445 | 536 | 732 | 935
Pencaker)

. R - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan
4 |Pelayanan lIzin Usaha Simpan Pinjam
4 z fmp ' Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /

5 |Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

6 |Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

7 |Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan,

8 Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi d P P ku K ti

Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha M| oordinast dengan Fara Femangiu Kepentingan
9 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orentasi Peningkatan Skala
Pengembangan UMKM Usaha Menjadi Usaha Kecil
10 |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Adminnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Pendapatan Daerah Keweangan Perangkat Daerah




